
KATA PENGANTAR 

 

Rancangan Rencana Kerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan 

Cipta Karya Tahun 2026 merupakan penjabaran tahun kelima dari dokumen Rencana 

Strategis Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Tahun 2021-

2026. Sasaran prioritas pembangunan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman 

dan Cipta Karya tahun 2026 mengacu dan memperhatikan Tujuan, Sasaran, Strategi, Arah 

Kebijakan, dan Prioritas Pembangunan dalam Rencana Strategis Dinas Perumahan Rakyat, 

Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Tahun 2021-2026. Program dan kegiatan yang 

tertuang dalam Rencana Strategis Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan 

Cipta Karya tersebut, selanjutnya menjadi acuan kerja bagi Dinas Perumahan Rakyat, 

Kawasan Permukiman dan Cipta Karya untuk melaksanakan kegiatan pada tahun 2026.  

Rancangan Rencana Kerja tahun 2026 harus mempedomani Rancangan Awal 

Rencana Kerja Pemerintah (RKPD) Tahun 2026, sebagai bentuk sinkronisasi dan 

penyelerasan arah dan tujuan pembangunan daerah. Sinkronisasi dan penyelarasan antara 

perencanaan pembangunan daerah dan perencanaan pembangunan perangkat daerah 

merupakan bagian integral dari pembangunan di daerah. 

Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten 

Jember mempunyai peran yang sangat strategis sebagai pengawal Perencanaan dan 

Pembangunan Daerah dalam pelaksanaan pemerintahan oleh karenanya perlu menyusun 

Rencana Kerja (Renja) sebagai wujud implementasi dalam perencanaan, pelaksanaan serta 

pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi kewenangan Dinas 

Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya  Jember pada tahun anggaran 

2026. Penyusunan Renja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta 

Karya Kabupaten Jember tahun 2026 ini diharapkan akan memberikan manfaat bagi 

semua pihak, terutama dalam menentukan arah kebijakan dalam pelaksanaan 

program/kegiatan pada tahun 2026. 

 Jember, 6 Desember 2024 

Kepala Dinas Perumahan Rakyat, 

Kawasan Permukiman dan Cipta Karya 

Kabupaten Jember 
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BAB I PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Proses pembangunan daerah dimulai dari penyusunan dokumen 

perencanaan pembangunan untuk menentukan kebijakan di masa depan 

dengan melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan daerah. Dokumen 

perencanaan pemerintah daerah terbagi ke dalam tiga periode yaitu 

perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah, dan perencanaan 

jangka pendek. 

Rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut 

Rancangan Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat 

Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Undang-undang No 25 Tahun 2004 

tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan 

Perangkat Daerah untuk menyusun Renja Perangkat Daerah sebagai pedoman 

kerja selama periode 1 (satu) tahun yang merupakan terjemahan dari 

perencanaan strategis lima tahunan yang dituangkan dalam Rencana Strategis 

Perangkat Daerah ke dalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih 

operasional. 

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 

tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi 

Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah 

tentang Rencana Pembangunan JangkaPanjang Daerah dan Rencana 

Pembangunan  Jangka  Menengah  Daerah,  serta  Tata Cara Perubahan 

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, 

Rencana Kerja (Renja) memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok 

sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas 

dan fungsi setiap perangkat daerah, yang disusun berpedoman kepada 

Renstra Perangkat Daerah dan RKPD. 

Sebagai dokumen Perangkat Daerah, Rancangan Renja mempunyai 

kedudukan strategis dalam menjembatani perencanaan Perangkat Daerah 

dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sebagai 

implementasi pelaksanaan strategis Rencana Pembangunan    Jangka    

Menengah    (RPJMD)    dan    Renstra    Perangkat    Daerah    yang menjadi 



satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah. 

Rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah disusun dengan 

mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan  awal  

RKPD  serta  didasarkan pada Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat 

Daerah Tahun Sebelumnya dan Evaluasi Kinerja terhadap Pencapaian 

Renstra Perangkat Daerah. Setelah melalui penyusunan Rancangan Awal 

Renja, Rancangan Renja hingga Penetapan Renja Perangkat Daerah dapat 

digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA)  

Tahun 2026 yang digunakan untuk penyusunan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026. 

Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Cipta Karya 

Kabupaten Jember dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Jember 

Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Jember 

Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 

dan Peraturan Bupati Jember Nomor 109 tahun 2021 tentang Kedudukan, 

Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perumahan 

Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Cipta Karya Kabupaten Jember. Sebagai 

perangkat daerah, Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan 

Cipta Karya Kabupaten Jember berkewajiban untuk menyiapkan Rancangan 

Rencana Kerja (Renja) sebagai acuan penyelenggaraan pemerintahan dan 

pembangunan daerah setiap tahun. 

 

1.2. Landasan Hukum 

Landasan hukum Rancangan Rencana Kerja (Nama Perangkat Daerah) 

Kabupaten Jember Tahun 2026 disusun berdasarkan landasan operasional, 

antara lain : 

a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan dan 

Pembangunan Daerah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4421); 

c. Undang – undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara 

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 



126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438) 

d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 

Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti 

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi 

Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 

Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

6856); 

e. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan 

antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4); 

f. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang 

Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan 

Rencana Pembangunan Daerah; 

g. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah 

sebagaimana telah diubang dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 

Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 

2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5887); 

h. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan 

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 

Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

6322); 

i. Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, 

Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi 

Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka 

Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, 

Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang 

Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana 

Kerja Pemerintah Daerah; 

j. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2021 tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Jember 



Tahun 2021-2026; 

k. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2022 tentang 

Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2016 

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah; 

l. Peraturan Bupati Jember Nomor 30 tahun 2023 tentang Kedudukan, 

Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja (Nama Perangkat 

Daerah) Kabupaten Jember; 

m. Peraturan Bupati Jember Nomor ….. tahun 2025 tentang Rencana Kerja 

Pemerintah Daerah Kabupaten Jember Tahun 2026. 

 

1.3. Maksud dan Tujuan 

1. Maksud 

Penyusunan Rancangan Rencana Kerja (Nama Perangkat Daerah) 

Kabupaten Jember tahun 2026 ini dimaksudkan untuk digunakan 

sebagai pedoman dan landasan kebijaksanaan operasional bagi jajaran 

komponen kerja pada unit kerja dengan tujuan untuk memperoleh 

keterpaduan kegiatan dalam rangka mencapai target tujuan dan sasaran 

Perangkat Daerah yang telah ditetapkan. 

2. Tujuan 

Tujuan disusunnya Rancangan Rencana Kerja (Nama Perangkat 

Daerah) Kabupaten Jember Tahun 2026 ini adalah: 

a. Menjadi pedoman dan acuan dalam penyusunan Rencana Kerja 

Anggaran (Nama Perangkat Daerah) Tahun Anggaran 2026; 

b. Menjadi pedoman dan acuan dalam pelaksanaan program dan 

kegiatan di (Nama Perangkat Daerah) pada Tahun Aggaran 2026; 

c. Menjadi pedoman dan acuan dalam pelaksanaan evaluasi program 

dan kegiatan (Nama Perangkat Daerah). 

 

1.4. Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan dalam penyusunan Rancangan Renja Kerja (Nama 

Perangkat Daerah) Kabupaten Jember Tahun 2026 adalah sebagai berikut: 

BAB I. PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 



1.2. Landasan Hukum 

1.3. Maksud dan Tujuan 

1.4. Sistematika Penulisan 

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 

LALU 

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra 

PD; 

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah; 

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat 

Daerah; 

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD; 

2.5 Penelaahan Usulan Program dan 

Kegiatan Masyarakat BAB III. TUJUAN DAN 

SASARAN PERANGKAT DAERAH 

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional; 

3.2. Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah; 

3.3. Program dan Kegiatan. 

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN 

PERANGKAT DAERAH BAB V. PENUTUP 



 
BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU 

 

Pelaksanaan evaluasi sebagai sebagai salah satu fungsi peningkatan kualitas kinerja instansi 

pemerintah, dilaksanakan guna mengetahui program/kegiatan yang tidak memenuhi target, telah 

memenuhi target ataupun melebihi target kinerja yang direncanakan, sehingga atas dasar evaluasi 

pelaksanaan tersebut dapat diketahui: 

1. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja 

program/kegiatan; 

2. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah; dan 

3. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi 

faktor-faktor penyebab tersebut. 

Evaluasi Renja tahun 2025 didasarkan dan merujuk pada Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jember Tahun 2021-2026, Renstra Dinas Perumahan 

Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Jember Tahun 2021-2026. 

 

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian 

Renstra Perangkat Daerah 

 

Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Jember pada 

Tahun 2025 mendapatkan total anggaran sebesar Rp.195.696.360.701,00 yang dibagi 

menjadi 2 rekening belanja yaitu Belanja Operasi dan Belanja Modal. Belanja Operasi terdiri 

dari Belanja Pegawai sebesar Rp.10.521.563.313,00, Belanja Barang Dan Jasa sebesar 

Rp70.441.059.873,00, Belanja Hibah sebesar Rp42.653.558.838,00, dan Belanja Bansos 

sebesar Rp13.615.159.000,00 sehingga total Belanja Operasi sebesar Rp137.231.341.024,00. 

Belanja Modal terdiri dari Belanja Modal Peralatan Dan Mesin sebesar Rp1.584.267.677, 

Belanja Modal Gedung Dan Bangunan sebesar Rp11.505.752.0000,00 dan Belanja Modal 

Jalan, Jaringan Dan Irigasi sebsar Rp45.375.000.000,00 sehingga total Belanja Modal yaitu 

sebesar Rp58.465.019.677,00. 



Tabel T-C.29. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH dan Pencapaian RENCANA 
STRATEGIS PERANGKAT DAERAH sampai dengan Tahun 2025 Kabupaten Jember 

 
 

Kode 

Urusan/Bidang Urusan 

Pemerintahan Daerah Dan 

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan 

Indikator Kinerja Program 

(outcomes)/ Kegiatan 

(output)/Sub Kegiatan 

Target 

Kinerja 

Capaian 

Program 

(Renstra) 

Tahun 2021-

2026 

Realisasi 

Target 

Kinerja Hasil 

Program dan 

Keluaran 

Kegiatan s/d 

dengan tahun 

2023 

Target dan Realisasi Kinerja Program dan 

Kegiatan Tahun Lalu (2024) 

Target 

program 

dan 

kegiatan 

(Renja 

tahun 

2025) 

Perkiraan Realisasi Capaian 

Target Renstra Perangkat 

Daerah s/d Tahun Berjalan 

Target Renja 

Perangkat 

Daerah 

tahun 2024 

Realisasi Renja 

Perangkat 

Daerah tahun 

2024 

Tingkat 

Realisas

i (%) 

Realisasi 

Capaian 

Program dan 

Kegiatan s/d 

tahun berjalan 

(2025) 

Tingkat 

Capaian 

Realisasi 

Target 

Renstra 

(%) 

1 2 3 4 5 6 7 8 = (7/6) 9 10 = (5+7+9) 11 = (10/4) 

1     URUSAN PEMERINTAHAN 

WAJIB YANG BERKAITAN 

DENGAN PELAYANAN DASAR 

   

      

1 03    URUSAN PEMERINTAHAN 

BIDANG PEKERJAAN UMUM 

DAN PENATAAN RUANG 

   

      

1 03 01   PROGRAM PENUNJANG URUSAN 

PEMERINTAHAN DAERAH 

KABUPATEN/KOTA 

Persentase Indikator Program 

yang tercapai 

100% 100% 100% 75% 75% 100% 100% 100% 

1 03 01 2.01   Perencanaan, Penganggaran, dan 

Evaluasi Kinerja Perangkat 

Daerah 

Terselenggaranya 

perencanaan, penganggran dan 

evaluasi kinerja perangkat 

daerah 

50 Dok 30 Dok 10 Dok 9 Dok 90% 36 Dok 75 Dok 100% 

1 03 01 2.01 0001   Penyusunan Dokumen 

Perencanaan Perangkat Daerah 

Jumlah Dokumen Perencanaan 

Perangkat Daerah 

50 Dok 30 Dok 10 Dok 9 Dok 90% 36 Dok 75 Dok 100% 

                 

1 03 01 2.02   Administrasi Keuangan 

Perangkat Daerah 

Terselenggaranya 

pengadministrasian keuangan 

perangkat daerah sesuai 

dengan pedoman 

100% 100% 100% 75% 75% 100% 100% 100% 

1 03 01 2.02 0001   Penyediaan Gaji dan 

Tunjangan ASN 

Jumlah Orang yang Menerima 

Gaji dan Tunjangan ASN 
 

 

86 Orang 97 Orang 82 Orang 82 Orang 100% 82 Orang 82 Orang 95% 

1 03 01 2.02 0002   Penyediaan Administrasi 
Pelaksanaan Tugas ASN 

Jumlah Dokumen Hasil 
Penyediaan Administrasi 

Pelaksanaan Tugas ASN 

60 Dok 36 Dok 12 Dok 9 Dok 75% 12 Dok 57 Dok 95% 

1 03 01 2.02 0003   Pelaksanaan Penatausahaan 

dan Pengujian/Verifikasi 
Keuangan SKPD 

Jumlah Dokumen Pelaporan dan 

Analisis Prognosis Realisasi 
Anggaran 

6000 Dok 3600 Dok 1200 Dok 900 Dok 75% 1200 Dok 5700 Dok 95% 

                 



Kode 

Urusan/Bidang Urusan 

Pemerintahan Daerah Dan 

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan 

Indikator Kinerja Program 

(outcomes)/ Kegiatan 

(output)/Sub Kegiatan 

Target 

Kinerja 

Capaian 

Program 

(Renstra) 

Tahun 2021-

2026 

Realisasi 

Target 

Kinerja Hasil 

Program dan 

Keluaran 

Kegiatan s/d 

dengan tahun 

2023 

Target dan Realisasi Kinerja Program dan 

Kegiatan Tahun Lalu (2024) 

Target 

program 

dan 

kegiatan 

(Renja 

tahun 

2025) 

Perkiraan Realisasi Capaian 

Target Renstra Perangkat 

Daerah s/d Tahun Berjalan 

Target Renja 

Perangkat 

Daerah 

tahun 2024 

Realisasi Renja 

Perangkat 

Daerah tahun 

2024 

Tingkat 

Realisas

i (%) 

Realisasi 

Capaian 

Program dan 

Kegiatan s/d 

tahun berjalan 

(2025) 

Tingkat 

Capaian 

Realisasi 

Target 

Renstra 

(%) 

1 2 3 4 5 6 7 8 = (7/6) 9 10 = (5+7+9) 11 = (10/4) 

1 03 01 2.03   Administrasi Barang Milik 

Daerah pada Perangkat Daerah 

Terlaksana nya penatausahaan 

barang milik daerah 

100% 100% 100% 75% 75% 100% 100% 100% 

1 03 01 2.03 0006   Penatausahaan Barang Milik 
Daerah pada SKPD 

Jumlah Laporan Penatausahaan 
Barang Milik Daerah pada SKPD 

60 Laporan 6 Laporan 2 Laporan 2 Laporan 100% 8 Laporan 16 Laporan 27% 

                 

1 03 01 2.06   Administrasi Umum Perangkat 

Daerah 

Terselenggaranya penyediaan 

barang dan jasa pada 

perangkat daerah 

100% 100% 100% 75% 75% 100% 100% 100% 

1 03 01 2.06 0001   Penyediaan Komponen 
Instalasi Listrik/ Penerangan 

Bangunan Kantor 

Jumlah Paket Komponen 
Instalasi Listrik/Penerangan 

Bangunan Kantor yang 

Disediakan 

5 Paket 12 Paket 1 Paket 1 Paket 100% 1 Paket 14 Paket 100% 

1 03 01 2.06 0002   Penyediaan Peralatan dan 

Perlengkapan Kantor 

Jumlah Paket Peralatan dan 

Perlengkapan Kantor yang 

Disediakan 

5 Paket 12 Paket 1 Paket 1 Paket 100% 1 Paket 14 Paket 100% 

1 03 01 2.06 0004   Penyediaan Bahan Logistik 
Kantor 

Jumlah Paket Bahan Logistik 
Kantor yang Disediakan 

5 Paket 12 Paket 1 Paket 1 Paket 100% 1 Paket 14 Paket 100% 

1 03 01 2.06 0005   Penyediaan Barang Cetakan 

dan Penggandaan 

Jumlah Paket Barang Cetakan 

dan Penggandaan yang Disediak 

5 Paket 12 Paket 1 Paket 1 Paket 100% 1 Paket 14 Paket 100% 

1 03 01 2.06 0009   Penyelenggaraan Rapat 
Koordinasi dan Konsultasi 

SKPD 

Jumlah laporan Penyelenggaraan 
Rapat Koordinasi dan Konsultasi 

SKPD 

60 Lap 20 Lap 12 Lap 9 Lap 75% 12 Lap 41 Lap 68 % 

                 

1 03 01 2.07   Pengadaan Barang Milik Daerah 

Penunjang Urusan Pemerintah 

Daerah 

Terselenggaranya Pengadaan 

Barang Milik Daerah 

Penunjang Urusan Pemerintah 

Daerah 

100% 100% 100% 75% 75% 100% 100% 100% 

1 03 01 2.07 0002 

 

  Pengadaan Kendaraan Dinas 

Operasional atau 
Lapangan 

Jumlah unit Pengadaan 

Kendaraan Dinas Operasional 
atau Lapangan yang disediakan 

6 Unit 0 Unit 2 Unit 2 Unit 100% 2 Unit 4 Unit 67% 

                 

1 03 01 2.08   Penyediaan Jasa Penunjang 

Urusan Pemerintahan Daerah 

Terselenggaranya Penyediaan 

Jasa Penunjang Urusan 

Pemerintahan Daerah 

100% 100% 100% 75% 75% 100% 100% 100% 

1 03 01 2.08 0002   Penyediaan Jasa Komunikasi, 
Sumber Daya Air dan Listrik 

Jumlah Laporan Penyediaan Jasa 
Komunikasi, Sumber Daya Air 

60 Laporan 36 Laporan 12 Laporan 9 Laporan 75% 12 Laporan 57 Lap 95 % 



Kode 

Urusan/Bidang Urusan 

Pemerintahan Daerah Dan 

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan 

Indikator Kinerja Program 

(outcomes)/ Kegiatan 

(output)/Sub Kegiatan 

Target 

Kinerja 

Capaian 

Program 

(Renstra) 

Tahun 2021-

2026 

Realisasi 

Target 

Kinerja Hasil 

Program dan 

Keluaran 

Kegiatan s/d 

dengan tahun 

2023 

Target dan Realisasi Kinerja Program dan 

Kegiatan Tahun Lalu (2024) 

Target 

program 

dan 

kegiatan 

(Renja 

tahun 

2025) 

Perkiraan Realisasi Capaian 

Target Renstra Perangkat 

Daerah s/d Tahun Berjalan 

Target Renja 

Perangkat 

Daerah 

tahun 2024 

Realisasi Renja 

Perangkat 

Daerah tahun 

2024 

Tingkat 

Realisas

i (%) 

Realisasi 

Capaian 

Program dan 

Kegiatan s/d 

tahun berjalan 

(2025) 

Tingkat 

Capaian 

Realisasi 

Target 

Renstra 

(%) 

1 2 3 4 5 6 7 8 = (7/6) 9 10 = (5+7+9) 11 = (10/4) 

dan Listrik yang Disediakan 

1 03 01 2.08 0003   Penyediaan   Jasa   Peralatan   

dan  Perlengkapan Kantor 

Jumlah Laporan Penyediaan Jasa 

Peralatan dan Perlengkapan 

Kantor yang Disediakan 

60 Laporan 32 Laporan 24 Laporan 18 Laporan 75% 12 Laporan 62 Lap 100 % 

1 03 01 2.08 0004   Penyediaan Jasa Pelayanan 
Umum Kantor 

Jumlah Laporan Penyediaan Jasa 
Pelayanan Umum Kantor yang 

Disediakan 

60 Laporan 50 Laporan 24 Laporan 18 Laporan 75% 12 Laporan 62 Lap 100 % 

                 

1 03 01 2.09   Pemeliharaan  Barang  Milik  

Daerah  Penunjang Urusan 

Pemerintahan Daerah 

Terselenggaranya 

Pemeliharaan  Barang  Milik  

Daerah  Penunjang Urusan 

Pemerintahan Daerah 

100% 100% 100% 75% 75% 100% 100% 100% 

1 03 01 2.09 0001   Penyediaan Jasa Pemeliharaan, 

Biaya Pemeliharaan, dan Pajak 
Kendaraan Perorangan Dinas 

atau Kendaraan Dinas Jabatan 

Jumlah Kendaraan Perorangan 

Dinas atau Kendaraan Dinas 
Jabatan yang Dipelihara dan 

dibayarkan Pajaknya 

5 Unit 3 Unit 1 Unit 1 Unit 100% 1 Unit 5 Unit 100% 

1 03 01 2.09 0002   Penyediaan Jasa Pemeliharaan, 
Biaya Pemeliharaan, Pajak dan 

Perizinan Kendaraan Dinas 

Operasional atau Lapangan 

Jumlah Kendaraan Dinas 
Operasional atau Lapangan yang 

Dipelihara dan dibayarkan 

Pajaknya 

84 Unit 52 Unit 77 Unit 77 Unit 100% 79 Unit 79 Unit 94% 

1 03 01 2.09 0009   Pemeliharaan/Rehabilitasi 
Gedung Kantor dan Bangunan 

Lainnya 

Jumlah Sarana dan Prasarana 
Pendukung Gedung Kantor atau 

Bangunan Lainnya yang 

Dipelihara/ Direhabilitasi 

10 Unit 6 Unit 2 Unit 2 Unit 100% 2 Unit 10 Unit 100% 

1 03 01 2.09 0011   Pemeliharaan/Rehabilitasi 

Sarana dan Prasarana 

Pendukung Gedung Kantor 
atau Bangunan Lainnya 

Terlaksananya Pemeliharaan/ 

Rehabilitasi Sarana dan  

Prasarana  Gedung  Kantor  atau  
Bangunan Lainnya 

10 Unit 6 Unit 2 Unit 1 Unit 50% 2 Unit 9 Unit 90% 

                 

1  03  03   PROGRAM PENGELOLAAN DAN 

PENGEMBANGAN SISTEM 

PENYEDIAAN AIR MINUM 

Penduduk yang memiliki akses 

air minum 

100% 100% 100% 75% 75% 100% 100% 100% 

1  03  03 2.01    Pengelolaan dan Pengembangan 

Sistem Penyediaan Air Minum 

(SPAM) di Daerah 

Kabupaten/Kota 

Jumlah Sambungan Rumah 

(SR) yang mendapatkan 

layanan air minum 

1200 SR 940 SR 300 SR 300 SR 75% 200 SR 1440 SR 100% 



Kode 

Urusan/Bidang Urusan 

Pemerintahan Daerah Dan 

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan 

Indikator Kinerja Program 

(outcomes)/ Kegiatan 

(output)/Sub Kegiatan 

Target 

Kinerja 

Capaian 

Program 

(Renstra) 

Tahun 2021-

2026 

Realisasi 

Target 

Kinerja Hasil 

Program dan 

Keluaran 

Kegiatan s/d 

dengan tahun 

2023 

Target dan Realisasi Kinerja Program dan 

Kegiatan Tahun Lalu (2024) 

Target 

program 

dan 

kegiatan 

(Renja 

tahun 

2025) 

Perkiraan Realisasi Capaian 

Target Renstra Perangkat 

Daerah s/d Tahun Berjalan 

Target Renja 

Perangkat 

Daerah 

tahun 2024 

Realisasi Renja 

Perangkat 

Daerah tahun 

2024 

Tingkat 

Realisas

i (%) 

Realisasi 

Capaian 

Program dan 

Kegiatan s/d 

tahun berjalan 

(2025) 

Tingkat 

Capaian 

Realisasi 

Target 

Renstra 

(%) 

1 2 3 4 5 6 7 8 = (7/6) 9 10 = (5+7+9) 11 = (10/4) 

1  03  03  2.01  0024   Pembinaan dan Pemberdayaan 

Masyarakat dalam Pengelolaan 
dan Pengembangan Sistem 

Penyediaan Air Minum 

(SPAM) 

Jumlah Masyarakat yang dibina 

dan diberdayakan dalam 
Pengelolaan dan Pengembangan 

Sistem Penyediaan Air Minum 

(SPAM) 

500 Orang 300 Orang 100 Orang 100 Orang 100% 100 Orang 500 Orang 100% 

1  03  03  2.01  0026   Peningkatan Sistem 
Penyediaan Air Minum 

(SPAM) Jaringan Perpipaan 

Kapasitas Penyediaan Air Minum 
(SPAM) Jaringan Perpipaan yang 

ditingkatkan 

3 liter/s - 3 liter/s 3 liter/s 100% - 3 liter/s 100% 

1  03  03  2.01  0028   Pembangunan Sistem 
Penyediaan Air Minum 

(SPAM) Jaringan Perpipaan 

Kapasitas Sistem Penyediaan Air 
Minum (SPAM) Jaringan 

Perpipaan yang dibangun 

78 liter/s 
 

39 liter/s 20 liter/s 20 liter/s 100% 25 liter/s 84 liter/s 100% 

1  03  03  2.01  0032   Perluasan Sistem Penyediaan 
Air Minum (SPAM) 

Jaringan Perpipaan 

Jumlah sambungan rumah yang 
terlayani oleh perluasan sistem 

1180 SR 950 SR 
 

300 SR 300 SR 100% 120 SR 1370 SR 100% 

                 

1  03  05   PROGRAM PENGELOLAAN DAN 

PENGEMBANGAN SISTEM AIR 

LIMBAH 

Persentase rumah tinggal 

bersanitasi 

100% 100% 100% 75% 75% 100% 100% 100% 

1  03  05  2.01   Pengelolaan dan Pengembangan 

Sistem Air Limbah Domestik 

dalam Daerah Kabupaten/Kota 

Jumlah Rumah Tinggal yang 

terlayani akses sanitasi layak 

1200 RT 4420 RT 390 RT 390 RT 100% 200 RT 5010 RT 100% 

1  03  05  2.01  0019   Optimalisasi Instalasi 
Pengolahan Lumpur Tinja 

(IPLT) 

Jumlah Instalasi Pengolahan 
Lumpur Tinja IPLT yang 

dioptimalisasi 

1 Unit - - - 0% - - 0% 

1  03  05  2.01  0033   Penyediaan Jasa Penyedotan 
Lumpur Tinja 

Jumlah Rumah Tangga yang 
Terlayani Jasa Penyedotan 

Lumpur Tinja 

250 RT - 1 RT - 0% - - 0% 

1  03  05  2.01  0039   Penyediaan Sub Sistem 

Pengolahan Air Limbah 
Domestik (SPALD) Setempat 

Jumlah Rumah Tangga yang 

memiliki Toilet dan Tangki 
Septik Sesuai dengan Standar 

1200 RT 4420 RT 650 RT 500 RT 77% 200 RT 5120 RT 100% 

                 

1  03  08   PROGRAM PENATAAN 

BANGUNAN GEDUNG 

Bangunan berIMB per satuan 

bangunan 

1000 Unit 1000 Unit 1000 Unit 1000 Unit 100% 1000 Unit 1000 Unit 100% 

1  03  08  2.01   Penyelenggaraan Bangunan 

Gedung di Wilayah Daerah 

Kabupaten/Kota, Pemberian Izin 

Jumlah Bangunan Gedung di 

Wilayah Daerah 

Kabupaten/Kota, yang 

1000 Unit 1000 Unit 1000 Unit 1000 Unit 100% 1000 Unit 1000 Unit 100% 



Kode 

Urusan/Bidang Urusan 

Pemerintahan Daerah Dan 

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan 

Indikator Kinerja Program 

(outcomes)/ Kegiatan 

(output)/Sub Kegiatan 

Target 

Kinerja 

Capaian 

Program 

(Renstra) 

Tahun 2021-

2026 

Realisasi 

Target 

Kinerja Hasil 

Program dan 

Keluaran 

Kegiatan s/d 

dengan tahun 

2023 

Target dan Realisasi Kinerja Program dan 

Kegiatan Tahun Lalu (2024) 

Target 

program 

dan 

kegiatan 

(Renja 

tahun 

2025) 

Perkiraan Realisasi Capaian 

Target Renstra Perangkat 

Daerah s/d Tahun Berjalan 

Target Renja 

Perangkat 

Daerah 

tahun 2024 

Realisasi Renja 

Perangkat 

Daerah tahun 

2024 

Tingkat 

Realisas

i (%) 

Realisasi 

Capaian 

Program dan 

Kegiatan s/d 

tahun berjalan 

(2025) 

Tingkat 

Capaian 

Realisasi 

Target 

Renstra 

(%) 

1 2 3 4 5 6 7 8 = (7/6) 9 10 = (5+7+9) 11 = (10/4) 

Mendirikan Bangunan (IMB) 

dan Sertifikat Laik Fungsi 

Bangunan Gedung 

diberikan Izin Mendirikan 

Bangunan (IMB) dan Sertifikat 

Laik Fungsi Bangunan Gedung 

1  03  08  2.01  0018   Pemeliharaan, Perawatan, dan 

Pemeriksaan Berkala 

Bangunan Gedung untuk 
Kepentingan Strategis Daerah 

Kabupaten/Kota 

Jumlah Bangunan Gedung untuk 

Kepentingan Strategis 

Kabupaten/Kota yang Dipelihara, 
Dirawat, dan Diperiksa Berkala 

69 

 Unit 

40 Unit 5 Unit 3 Unit 60% 14 Unit 57 Unit 83% 

1  03  08  2.01  0023   Penyelenggaraan Penerbitan 
Persetujuan Bangunan Gedung 

PBG, Sertifikat Laik Fungsi 

SLF, Surat Bukti Kepemilikan 
Bangunan Gedung SBKBG, 

Rencana Teknis Pembongkaran 

Bangunan Gedung RTB, Tim 
Profesi Ahli TPA, Tim Penilai 

Teknis TPT, Penilik, dan 

Pendataan Bangunan Gedung 
melalui SIMBG 

Jumlah Penerbitan Persetujuan 
Bangunan Gedung PBG, 

Sertifikat Laik Fungsi SLF, Surat 

Bukti Kepemilikan Bangunan 
Gedung SBKBG, Rencana 

Teknis Pembongkaran Bangunan 

Gedung RTB, Tim Profesi Ahli 
TPA, Tim Penilai Teknis TPT, 

Penilik, dan Pendataan Bangunan 

Gedung melalui SIMBG 

6000 Dok 3000 Dok 1000 Dok 550 Dok 55% 1000 Dok 4550 Dok 75,8% 

                 

1  03  12   PROGRAM PENYELENGGARAAN 

PENATAAN RUANG 

Terselenggaranya penyusunan 

dokumen rencana tata ruang 

dan dokumen rencana rinci 

tata ruang 

100% 100% 100% 75% 75% 100% 100% 100% 

1  03  12  2.01   Penetapan Rencana Tata Ruang 

Wilayah (RTRW) dan Rencana 

Rinci Tata Ruang (RRTR) 

Kabupaten/Kota 

Terselenggaranya penetapan 

RTRW dan RRTR Kabupaten 

100% 100% 100% 75% 75% 100% 100% 100% 

1  03  12  2.01  0005   Pelaksanaan Persetujuan 

Substansi RTRW 
Kabupaten/Kota 

Jumlah Dokumen Persetujuan 

Substansi, Evaluasi dan 
Penetapan RTRW 

Kabupaten/Kota 

5 Dok 3 Dok 1 Dok 1 Dok 100% 1 Dok 5 Dok 100% 

                 

1  03  12  2.02   Koordinasi dan Sinkronisasi 

Perencanaan Tata Ruang Daerah 

Kabupaten/Kota 

Jumlah dokumen Koordinasi 

dan Sinkronisasi Perencanaan 

Tata Ruang Daerah 

6 Dok 2 Dok 2 Dok 2 Dok 100% 2 Dok 6 Dok 100% 



Kode 

Urusan/Bidang Urusan 

Pemerintahan Daerah Dan 

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan 

Indikator Kinerja Program 

(outcomes)/ Kegiatan 

(output)/Sub Kegiatan 

Target 

Kinerja 

Capaian 

Program 

(Renstra) 

Tahun 2021-

2026 

Realisasi 

Target 

Kinerja Hasil 

Program dan 

Keluaran 

Kegiatan s/d 

dengan tahun 

2023 

Target dan Realisasi Kinerja Program dan 

Kegiatan Tahun Lalu (2024) 

Target 

program 

dan 

kegiatan 

(Renja 

tahun 

2025) 

Perkiraan Realisasi Capaian 

Target Renstra Perangkat 

Daerah s/d Tahun Berjalan 

Target Renja 

Perangkat 

Daerah 

tahun 2024 

Realisasi Renja 

Perangkat 

Daerah tahun 

2024 

Tingkat 

Realisas

i (%) 

Realisasi 

Capaian 

Program dan 

Kegiatan s/d 

tahun berjalan 

(2025) 

Tingkat 

Capaian 

Realisasi 

Target 

Renstra 

(%) 

1 2 3 4 5 6 7 8 = (7/6) 9 10 = (5+7+9) 11 = (10/4) 

Kabupaten/Kota 

1  03  12  2.02  0001   Koordinasi dan Sinkronisasi 

Penyusunan RTRW 

Kabupaten/Kota 

Jumlah Dokumen Koordinasi dan 

Sinkronisasi Penyusunan RTRW 

Kabupaten / Kota 

6 Dok 2 Dok 2 Dok 2 Dok 100% 2 Dok 6 Dok 100% 

1  03  12  2.02  0002   Koordinasi dan Sinkronisasi 
Penyusunan RRTR 

Kabupaten/Kota 

Jumlah Dokumen Koordinasi dan 
Sinkronisasi Penyusunan RRTR 

Kabupaten / Kota 

6 Dok 2 Dok 2 Dok 2 Dok 100% 2 Dok 6 Dok 100% 

                 

                 

1  03  12  2.03   Koordinasi dan Sinkronisasi 

Pemanfaatan Ruang Daerah 

Kabupaten/Kota 

Jumlah dokumen Koordinasi 

dan Sinkronisasi Pemanfaatan 

Ruang Daerah 

Kabupaten/Kota 

24 Dok 6 Dok 6 Dok 6 Dok 100% 6 Dok 18 Dok 75% 

1  03  12  2.03  0003   Koordinasi Penyelenggaraan 

Penataan Ruang 

Jumlah Dokumen koordinasi 

penyelenggaraan penataan ruang 

24 Dok 6 Dok 6 Dok 6 Dok 100% 6 Dok 18 Dok 75% 

                 

1  03  12  2.04   Koordinasi dan Sinkronisasi 

Pengendalian Pemanfaatan 

Ruang Daerah Kabupaten/Kota 

Jumlah Dokumen Koordinasi 

dan Sinkronisasi Pengendalian 

Pemanfaatan Ruang Daerah 

Kabupaten/Kota 

24 Dok 6 Dok 6 Dok 6 Dok 100% 6 Dok 18 Dok 75% 

1  03  12  2.04  0004 
  Koordinasi Pelaksanaan 

Penataan Ruang 

Jumlah Dokumen Koordinasi 

Pelaksanaan Penataan Ruang 

24 Dok 6 Dok 6 Dok 6 Dok 100% 6 Dok 18 Dok 75% 

               

1  04    URUSAN PEMERINTAHAN 

BIDANG PERUMAHAN RAKYAT 

KAWASAN PERMUKIMAN 

         

1  04  02   PROGRAM PENGEMBANGAN 

PERUMAHAN 

Unit rumah layak huni 348 Unit 30 Unit 100 Unit 100 Unit 100% 100 Unit 230 Unit 66% 

1  04  02  2.03   Pembangunan dan Rehabilitasi 

Rumah Korban Bencana atau 

Relokasi Program 

Kabupaten/Kota 

Jumlah pembangunan dan 

rehabilitasi rumah korban 

bencana /relokasi program 

kabupaten 

60 Unit 15 Unit 5 Unit 10 Unit 0% 6 Unit 31 Unit 52% 



Kode 

Urusan/Bidang Urusan 

Pemerintahan Daerah Dan 

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan 

Indikator Kinerja Program 

(outcomes)/ Kegiatan 

(output)/Sub Kegiatan 

Target 

Kinerja 

Capaian 

Program 

(Renstra) 

Tahun 2021-

2026 

Realisasi 

Target 

Kinerja Hasil 

Program dan 

Keluaran 

Kegiatan s/d 

dengan tahun 

2023 

Target dan Realisasi Kinerja Program dan 

Kegiatan Tahun Lalu (2024) 

Target 

program 

dan 

kegiatan 

(Renja 

tahun 

2025) 

Perkiraan Realisasi Capaian 

Target Renstra Perangkat 

Daerah s/d Tahun Berjalan 

Target Renja 

Perangkat 

Daerah 

tahun 2024 

Realisasi Renja 

Perangkat 

Daerah tahun 

2024 

Tingkat 

Realisas

i (%) 

Realisasi 

Capaian 

Program dan 

Kegiatan s/d 

tahun berjalan 

(2025) 

Tingkat 

Capaian 

Realisasi 

Target 

Renstra 

(%) 

1 2 3 4 5 6 7 8 = (7/6) 9 10 = (5+7+9) 11 = (10/4) 

1  04  02  2.03  0004   Pembangunan Rumah bagi 

Korban Bencana 

Jumlah Rumah Korban Bencana 

Kabupaten /Kota yang 
Terbangun 

60 Unit 15 Unit 5 Unit 10 Unit 0% 6 Unit 31 Unit 52% 

                 

1  04  03   PROGRAM KAWASAN 

PERMUKIMAN 

Cakupan perumahan yang 

memiliki lingkungan sehat dan 

aman didukung PSU 

51 

perumahan 

10 perumahan 10 

perumahan 

10 perumahan 100% 10 

perumahan 

30 perumahan 59% 

1  04  03  2.01   Penerbitan Izin Pembangunan 

dan Pengembangan Kawasan 

Permukiman 

Jumlah dokumen Penerbitan 

Izin Pembangunan dan 

Pengembangan Kawasan 

Permukiman 

120 Dok 60 Dok 20 Dok 14 Dok 70% 20 Dok 94 Dok 78% 

1  04  03  2.01  0001   Fasilitasi Pemenuhan 
Komitmen Penerbitan Izin 

Pembangunan dan 

Pengembangan Kawasan 
Permukiman Terintegrasi 

Secara Elektronik 

Jumlah Dokumen Kesepakatan 
dengan Pengembang/Pelaku 

Pembangunan Rumah untuk 

Penerbitan Izin Pembangunan 
dan Pengembangan Kawasan 

Permukiman Terintegrasi Secara 

Elektronik 

120 Dok 60 Dok 20 Dok 14 Dok 70% 20 Dok 94 Dok 78% 

                 

1  04  03  2.03   Peningkatan Kualitas Kawasan 

Permukiman Kumuh dengan 

Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha 

Jumlah Kawasan Permukiman 

Kumuh dengan Luas di Bawah 

10 (Sepuluh) Ha yang 

ditingkatkan 

        

1  04  03  2.03  0002   Perbaikan Rumah Tidak 
Layak Huni 

Jumlah Rumah Tidak Layak 
Huni yang Diperbaiki 

986 Unit 1190 Unit 150 Unit 150 Unit 100% 325 Unit 1165 Unit 100% 

1  04  03  2.03  0004   Koordinasi dan Sinkronisasi 

Pengendalian Penyelenggaraan 

Pemugaran/Peremajaan 

Permukiman Kumuh 

Jumlah Laporan Hasil Koordinasi 

dan Sinkronisasi Pengendalian 

Penyelenggaraan 

Pemugaran/Peremajaan 

Permukiman Kumuh 

60 Dok 18 Dok 10 Dok 7 Dok 70% 10 Dok 35 Dok 58% 

                 

1  04  05   PROGRAM PENINGKATAN 

PRASARANA, SARANA DAN 

UTILITAS UMUM (PSU) 

Terselenggaranya peningkatan 

prasarana, sarana dan utilitas 

umum (PSU) di lingkungan 

permukiman 

100% 100% 100% 75% 75% 100% 100% 100% 



Kode 

Urusan/Bidang Urusan 

Pemerintahan Daerah Dan 

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan 

Indikator Kinerja Program 

(outcomes)/ Kegiatan 

(output)/Sub Kegiatan 

Target 

Kinerja 

Capaian 

Program 

(Renstra) 

Tahun 2021-

2026 

Realisasi 

Target 

Kinerja Hasil 

Program dan 

Keluaran 

Kegiatan s/d 

dengan tahun 

2023 

Target dan Realisasi Kinerja Program dan 

Kegiatan Tahun Lalu (2024) 

Target 

program 

dan 

kegiatan 

(Renja 

tahun 

2025) 

Perkiraan Realisasi Capaian 

Target Renstra Perangkat 

Daerah s/d Tahun Berjalan 

Target Renja 

Perangkat 

Daerah 

tahun 2024 

Realisasi Renja 

Perangkat 

Daerah tahun 

2024 

Tingkat 

Realisas

i (%) 

Realisasi 

Capaian 

Program dan 

Kegiatan s/d 

tahun berjalan 

(2025) 

Tingkat 

Capaian 

Realisasi 

Target 

Renstra 

(%) 

1 2 3 4 5 6 7 8 = (7/6) 9 10 = (5+7+9) 11 = (10/4) 

1  04  05  2.01   Urusan Penyelenggaraan PSU 

Perumahan 

Persentase cakupan sarana dan 

prasarana yang didukung PSU 

100% 100% 100% 75% 75% 100% 100% 100% 

1  04  05  2.01  0002    Penyediaan Prasarana, 
Sarana, dan Utilitas Umum 

di Perumahan untuk 

Menunjang Fungsi Hunian 

Jumlah Lokasi Perumahan yang 
Disediakan Prasarana, Sarana, 

dan Utilitas Umum yang 

Menunjang Fungsi Hunian 

31 Kec 31 Kec 31 Kec 31 Kec 100% 31 Kec 31 Kec 100% 

                 

2     URUSAN PEMERINTAHAN 

WAJIB YANG TIDAK 

BERKAITAN DENGAN 

PELAYANAN DASAR 

         

2  10  
   URUSAN PEMERINTAHAN 

BIDANG PERTANAHAN 

         

2  10  10  
 PROGRAM PENATAGUNAAN 

TANAH 

Luas lahan bersertifikat 95% 83% 85% 85% 100% 90% 90% 95% 

2  10  10  2.01 
  Penggunaan Tanah yang 

Hamparannya dalam satu 

Daerah Kabupaten/Kota 

Jumlah sengketa tanah yang 

tertangani 

5 Lap 3 Lap 1 Lap 1 Lap 100% 1 Lap 5 Lap 100% 

2  10  10  2.01  0001 

  Koordinasi dan Sinkronisasi 
Perencanaan Penggunaan 

Tanah 

Jumlah Laporan Koordinasi dan 
Sinkronisasi Perencanaan 

Penggunaan Tanah dalam 1 

(Satu) Kabupaten/Kota 

6 Lap 3 Lap 1 Lap 1 Lap 100% 1 Lap 5 Lap 83% 

                 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 



Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Sub Kegiatan 
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dan Kegiatan Administrasi Umum Perangkat 
Daerah; Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor; Sub 
Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor; Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik 
Kantor; Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan melebihi target dikarenakan 
adanya penambahan target yang disesuaikan dengan kebutuhan dan anggaran pada tahun 
berjalan. Sedangkan pada Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum 
(SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) 
Jaringan Perpipaan; Sub Kegiatan Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan 
melebihi target dikarenakan meningkatnya kebutuhan air bersih di perdesaan maupun 
perkotaan sehingga untuk memenuhi kebutuhan air bersih tersebut menambah layanan 
pembangunan dan perluasan SPAM sehingga tingkat capaian realisasi melebihi target renstra 
yang sudah ditentukan. 

Pada Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah 
Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) 
Setempat juga melebihi target capaian realisasi dikarenakan seiring meningkatnya pertumbuhan 
penduduk di Kab. Jember dan kesadaran masyarakat menggunakan sanitasi yang layak  
sehingga Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Toilet dan Tangki Septik Sesuai dengan Standar 
juga meningkat sejalan dengan kemampuan anggaran yang mencukupi. 

Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah 
Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Optimalisasi Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT); dan Sub 
Kegiatan Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja Pada tahun 2024 IPLT di Kab Jember sudah tidak 
berfungsi dengan baik sehingga tidak dapat digunakan untuk pengolahan lumpur tinja secara optimal 
dengan capaian target realisasi 0%, IPLT baru akan dibangun tahun 2025. 

Untuk capaian realisasi yang tidak memenuhi 100% yaitu Kegiatan Administrasi Keuangan 
Perangkat Daerah; Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah; Kegiatan 
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, Kegiatan Penyediaan Jasa 
Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Pemeliharaan  Barang  Milik  Daerah  Penunjang Urusan 
Pemerintahan Daerah, Kegiatan Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah 
Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan 
Gedung; Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota; Kegiatan 
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota; Kegiatan 
Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota; 
Kegiatan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman; Kegiatan 
Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota dikarenakan perhitungan 
realisasi tahun 2024 terhitung pada triwulan 3 sehingga banyak yang masih belum terealisasi 
100%. 

Untuk Kegiatan Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang 
(RRTR) Kabupaten/Kota; Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah 
Kabupaten/Kota; dan Kegiatan Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan sudah tercapai dan sesuai 
dengan target renstra dikarenakan kegiatan tersebut telah dilaksanakan dan telah selesai pada 
TW 3 di tahun 2024, dan selanjutnya dilaksanakan monitoring dan evaluasi rutin guna 
memastikan bahwa kegiatan berjalan sesuai rencana, sehingga realisasi tetap berada pada jalur 
yang benar untuk mencapai target serta tidak ada keterlambatan atau penyimpangan signifikan 
yang memengaruhi hasil. 
 

 


